
 
BUPATI NGAWI 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN BUPATI NGAWI 
NOMOR     43   TAHUN 2014 

TENTANG 

  SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGAWI, 

Menimbang:  bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah              

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi     

Pemerintahan  dan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri             

Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Ngawi. 

. 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  

Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 9, Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia Nomor 9) ; 

2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1994    Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ; 

3.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 3688) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 

20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3988) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) ; 

5.  Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) ; 

6.  Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) ;  

7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400) ; 

8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

10.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438) ; 

11. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        Nomor 

5234) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4155); 
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14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005  tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005  tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593) ; 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006     Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614) ; 

17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219) ; 

19.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012  tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272) ; 

20.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006  

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 

21.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 17 Tahun 2007  

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 

23.Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 64 Tahun 2013  

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 

tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) ;    

25.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 231 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita 

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 231) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi 

Nomor 184 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi 

Tahun 2012 Nomor 184); 
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26.Peraturan Bupati Ngawi Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita 

Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 42). 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGAWI. 

 

Pasal 1  

 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi dari: 

a. Sistem Akuntansi Anggaran; 

b. Sistem Akuntansi Pendapatan; 

c. Sistem Beban dan Belanja; 

d. Sistem Akuntansi Transfer; 

e. Sistem Akuntansi Pembiayaan; 

f. Sistem Akuntansi Kas dan Setara Kas; 

g. Sistem Akuntansi Piutang; 

h. Sistem Akuntansi Persediaan; 

i. Sistem Akuntansi Investasi; 

j. Sistem Akuntansi Aset Tetap; 

k. Sistem Akuntansi Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak 

Berwujud; 

l. Sistem Akuntansi Dana Cadangan; 

m. Sistem Akuntansi Aset Lainnya; 

n. Sistem Akuntansi Kewajiban; 

o. Sistem Akuntansi Koreksi Kesalahan; 

p. Sistem Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD; dan  

q. Sistem Akuntansi Laporan Konsolidasian. 

 

Pasal 2 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi. 

 

 

 

 

 


